BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR IOITAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan
kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan, perlu ditetapkan standar kompetensi
Jabatan;

bahwa penetapan standar kompetensi jabatan
dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengisian
jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buruy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru

Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara



Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan
standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 297);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Buru ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai unsur penvelenggaraan Pemerintahan Daerah vang memimpin
urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Buru.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

5. Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
vang bekeria di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru.

8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok iabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta Administrasi
Pemerintahan dan pembangunan vang terdiri dari Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Buru.



10. Organisasi Perangkat Daerah vang selanjutnva disingkat OPD adalah
Oraganisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru.

11. Standar Kompetensi Manajerial adalah Standar Kompetensi Manajerial
minimal vang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

melaksanakan tugas Jabatan Administrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Standar Kompetensi
Manajerial Pegawai Negeri Sipil vang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan

pemerintah Kabupaten Buru.

BAB III

TUJUAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 3
Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan
Tinggi. Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas adalah sebagai
pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
Pasal 4
(1) Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dilakukan setelah
memenuhi persayaratan kualifikasi serta Standar Kompetensi
Jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Standar Kompetensi Manajerial adalah standar kompetensi yang
terdiri dari Integritas. Keriasama. Komunikasi. Orientasi pada Hasil.
Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola

Perubahan. dan Pengambilan Keputusan.



Pasal5
Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pengawas, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 15 Desember 2017

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 15 Desember 2017
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